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BUPATI MINAHASA.SELATAN 
PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 
NOMOR 20 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (!) Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Sta.bilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah 
diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan 

alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan 

alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan 

Dana Desa Tah un Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ A tau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Belanja dan 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa 

Selatan Tahun Anggaran 2020; 
d. bahwa ... 
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Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupa ti Nomor 10 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020; 
l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lemooran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor I 04, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 21); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5234); 

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang ... 



• 

• 
I 
• 

• 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 

19)dan/atau Dalarn Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); ' 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan ... 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 IO ten tang Standar Akuntansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 

[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). 

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

23. Peraturan ... 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi. dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041}; 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6197); 
27. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 94); 
29. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing 

Kegiatan, Rea1okasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 

(COVJD-19); 
30. Peraturan ... 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua alas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Ten tang Pedoman Pemberian 

Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 465); 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 

Pengelompokan Kemapuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 655); 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 9/PMK.07 /2020 tentang 

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana lnsentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 

penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 
37. Peraturan ... 



. 1 

37. Peraturan Menteii Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional [Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa 

Selatan Tahun 2011 Nomor I Seri BJ; 
39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 

2012 Nomor 6 Seri C); 
40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor 1 Seri E); 

41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 3 Seri E ); 

42. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun Anggaran 2020.(Berita Daerah Tahun 202J Nomor 10); 

43. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor l O Tahun 2020 ten tang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 15); 
44. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 16); 

45. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 

Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Tahun 2020 Nomor 19); 

MEMUTUSKAN ... 
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r MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

Paeal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020, diubah sebagai berikut: 

I. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

sebagai berikut : 

I. Pendapatan Daerah Rp. 

2. Belanja Daerah Rp. 

Surplus/(Defisit) Rp. 

3. Pembiayaan Daerah : 

898. 786.757.981,- 

915.687.677.368,- 

( 16.900. 919.387 ,-) 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

17.678.324.387 ,- 

777.405.000,- 

16.900.919.387,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 2 

(I) Pendapatan Daerah cebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 33.142.597.630,- 

b. Dana Perimbangan sejum!ah Rp. 648.495.999.000,- 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 

. 
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Rp. 217.148.161.351,- 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf 

a terdiri dari : 

a. Pajak ... 
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a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 12.964.023.222,- 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.441.374.736,- 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp. l .455.000.000,- 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 

Rp. 15.282.199.672,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 13.292.464.000,- 

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 512.617.579.000,- 
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 122.585.956.000,- 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hurufc terdiri darijenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 26.186.130.000 

b. Dana darurat sejum1ah Rp. --- 
c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya sejumlah Rp. 32.066.416.351,- 

d. Dana penyesuaia.n dan Otonomi khusus sejumlah 

I - 
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Rp. 158.895.615.000,- 
e. Bantuan Keuangan dari propmsi atau dari pemerintah daerah 

lainnya sejumlah Rp. --- 

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 692.561.179.659,- 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 223.126.497.709,- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 392.892.474.759,- 

b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 68.497.600.000,- 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.--- 
d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 2.017.696.400,- 
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 216.278.408.500,- 

f. Belanja ... 
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f. Belanja Bunga sejumlah Rp. --- 

g. Belanja Subsidi sejumlah Rp. --- 
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 12.875.000.000.- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 10.692.147.979,- 
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 146.329.189.106,- 

c. Belanja modal sejumlah Rp. 66.105.160.624,- 

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 17.678.324.387,- 
b. Pengeluaraan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 777.405.000,- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(Silpa) sejumlah Rp. 17.678.324.387,- 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. ··· 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp. --- 
d. Penerimaaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -·· 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. --- 

f. Perierimaan piutang dacrah sejumlah Rp. --- 

(3) Pengeluaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri 

dari jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. -·· 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 777.405.000,- 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. --- 

Pasal 11 ... 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan. 

Ditetapkan di Arnurang 

Pada Tanggal 23 April 2020 

BUPAT INAHASA SELATAN, , 

1\ * 
NIAPARUNTU 

Diundangkan di Amurang 
Pada tanggal 23 April 2020 

DENNYP. KAAWOAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 20 
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